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- masyarakat; :
. bahwa berdasarkan perhmbangan sebagalmana dimaksud

| BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU :

. NOMORI]. TAHUN 2017

- TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

: a, bahwa dalam rangka mewujudkan tata ke}udupan

masyarakat Kabupaten Dompu yang tertib, tenteram,
nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya

x pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu
‘melindungi masyarakat;
.. bahwa seiring dengan adanya perkembangan dmamlka '

dan kebutuhan masyarakat, berdampak - pada tata

~ kehidupan di dalam _.mésjrarakat sehingga Pemerintah =

Daerah bersama sama Edengz'aln ‘ masyarakat perlu_
bersinergi dalam penyelenggaraan ketertlban umum;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

| . Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali. terakhir dengan dengan Updang—Undang"Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, disebutkan bahwa ‘urusan yang menjadi

kewenangan Daerah adalah urusan Pemenntahan Wajib

yang berkaitan dengan Pelayanan  Dasar - meliputi
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlmdungan -

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum,
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Mengingat : 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945; - -
Undang-Undang Nomor 69 Tahun . 1958: tent_ang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah
- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran _
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); - : ,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

. Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

~ Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 - tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor

5234); _

Undang-Undang Nomor 23 Tahun .. 2014' _ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

~ Pemerintahan Daerah ~(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik In donesia Nomor 5094); * | i
Peraturan . Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan " Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun

2014 Nomor 199);

‘Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan
- BUPATI DOMPU .

'MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.
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BABI .
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : o

Daerah adalah kabupaten Dompu. _ |
_Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. '
Bupati adalah Bupati Dompu.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang dlbcnkan
kewenangan untuk melaksanakan = suatu urusan
pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam
menyelenggarakan urusan = Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

'Keternban adalah suatu keadaan kehldupan yang scrba

teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan
kehidupan masyarakat yang dmarms, ‘aman, tenteram,

. lahir, dan batin, -

Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang

* tebentuk karena tidak adanya pelanggaran  yang

dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan :
yang berlaku. -
Fasilitas Umum adalah fasﬂltas yang dlsedlakan untuk

~ kepentingan umum.

Fasilitas Sosial adalah fasilitas .yang dlsedlakan olch_

‘Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.

. 10 Jalur Hljau adalah jalur penempatan tanaman serta
~ elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang

milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan
jalan (RUWASJA).

11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian

“dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai
fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan
menggunakan material taman, material buatan, dan
unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan
air. -

-12.Temp'at Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh

pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan
untuk kegiatan bagi masyarakat.

13. Orang adalah orang perorangan atau individu.
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15.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk
apapun, flrma, kongsi, koperasi, dana pens'iun
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik atau organisasi lamnya lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 1nvesta51
kolektif dan bentuk usaha tetap. -

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan /
atau ‘udara, baik yang dlpehhara maupun yang d1
habltatnya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

a.

b.

menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum di
Daerah; - | o

sebagai upaya memberikan kesadaran kepada niasyarakat
untuk mentaati ketentuan = peraturan perundang-
undangan. -

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketertlban_
Umum adalah: = : '

- a.

b.

terwujudnya Ketertlban Umum di Kabupaten Dompu
terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi
untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum meliputi:

- W

b
C.

tertib lingkungan hidup;

. tertib lingkungan masyarakatj |

tertib Fasilitas Umum;



lpe

d. tertib usaha;

e. tertib pemeliharaan hewan;
f. tertib bangunan gedung;

“g. tertib penyelenggaraan alat peraga;
~ h. tertib sosial;

1. tertib kesehatan;

- j. tertib kawasan merokok;

k. tertib keramaian.

BABIV
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasai '5

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan

~ penyuluhan/ pembinaan,  menumbuhkan, = dan
- mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung
" jawabnya terhadap Ketertiban Umum.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung Jawab atas Ketertlban

Umum di wilayah Daerah.

) .(3) Pemerintah Daerah berwenang mengkoordmasﬂ{an -dan

mengatur Ketertiban Umum di wﬂayah Daerah.
Baglan Kedua _
Tertib Lingkungan Hldup

Pasal 6 -

' _._’I‘ertlb lingkungan hidup dllaksanakan “sesuai dengan
: 'ketentuan peraturan perundang—undangan L

Pasal 7

~ : Setiap Orang dan/ atau badan dllarang
* a. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang

jalur hijau, taman Kabupaten dan ruang terbuka hijau
lainnya; :

': b. memanJat' menebang, memotong pohon dan tanaman yang

tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman Kabupaten, dan
. ruang terbuka hijau lamnya kecuali- dalam keadaan
darurat; o -

o c. memasang, menempel, atau 'menggantungkan benda/

barang di sepanjang jalur hijau, taman Kabupaten, dan



'ruang terbuka hijau lamnya kecuali atas izin Pejabat yang
berwenang, _

d. menyimpan barang bangunan atau benda lain di sepanjang
jalur hijau, taman Kabupaten, dan ruang terbuka hl_|au
lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang; - '_

e. memanfaatkan jalur hijau, taman Kabupaten, dan ruang
‘terbuka hijau lainnya tidak sesuai dengan fungsinya;

f. mex_nbuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau,
taman Kabupaten, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali
di tempat yang telah disediakan/toilet umum. '

Pasal 8

Setlap Orang dan/atau Badan dllarang

a. tinggal, tidur, mandi, atau membersihkan anggota badan di
bantaran sungai dan/atau saluran air/drainase;

b. mencuci pakaian, kendaraan dan/atau mencuci benda-
benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai,
saluran air/drainase, dan/atau sumber air; '

c. memanfaatkan sungai, saluran air/drainase, dan/atau
sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari
Pejabat yang berwenang,

d. memindahkan, ‘menyumbat, dan/ atau menutup secara

‘permanen sungai, saluran air/drainase, dan sumber air, -
sechingga menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana
- mestinya, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang. '

Bagian Ketiga - .
Tertib Lingkungan Masyarakat

Pasal 9

(1) Setiap Orang yang bermalam wa_ub rnelaporka,n diri
kepada ketua rukun tetangga setempat.

(2) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x
24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib rnelaporkan diri
kepada ketua rukun tetangga setempat.

(3) Setiap pemilik/pengelola rumah kost dan/atau rurnah
kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah
melalui ketua rukun tetangga setempat setiap bulan.

{(4) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada

Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat.

Pasal 10

Setiap Orang dilarang membuat raniai, gaduh, danj/atau
membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman
orang lain di:

a. dekat tempat 1badah selama 1badah berlangsung,



A

" b. lembaga pendidilcan;
~ ¢. rumah sakit; atau

d. seldtar tempat tinggal.

Pasal 1 1

Setiap Orang dilarang menyimpan dan/atau membuang

-benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu

penghuni sekltarnya -

Bagian Keempat _
Tertib Fasilitas Umum

Pasal 12

Setiap Orang dan/atau badan dilarang merusak Fasxhtas

_ Umum dan Fasilitas Sosial di Daerah.

Pasal 13

~ Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktifitas
. corat-coret, vandalisme, dan/atau pengotoran dengan
' 'menggunakan cat, zat warna, dan sejenisnya pada:

- a. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berpotensi

- merusak estetika atau mengganggu keindahan Kabupaten;
b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin
pemxhk bangunan.

Pasal 14

‘Setiap Orang dan/ atau Badan dilarang melakukan
- penggalian dan/atau pengurukan tanah di Tempat Umum,
‘tanpa izin/rekomendasi yang diberikan oleh Bupati atau
- Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima |
Tertib Pemeliharaan Hewan
Pasal 15

Setlap Orang dan/atau Badan Wa_]lb
a. menjaga hewan peliharaannya;

~b. menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu,
- membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan.

Bagian Keenam
Tertib Usaha

Pasal 16

| (1) Setxap Orang dan/atau Badan dalam melakukan kegxatan

usahanya wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ‘



(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang
setelah memenuhi persyaratan. '

Pasal 17
Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan

~usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
_bertanggung jawab atas Ketertiban Umum di lmgkungan

sekitar tempat usahanya.

Pasal 18
Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

‘a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan

sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijjau, taman
* Kabupaten, dan Tempat Umum lainnya, tanpa izin dari
- Bupati atau Pejabat yang berwenang;
b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau
- melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan
“dijalan, jalur hijau, taman Kabupaten, dan Tempat'Umum _

- lainnya, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati;

c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo proses
- perizinan, Karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan
bermotor, karcis hiburan, dan/atau keglatan lainnya yang
sejenis;
d. memanfaatkan/mempergunakan calo dalam melaksanakan
' proses - perizinan, pembelian. karcis kendaraan umum,

. pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau

kegiatan lainnya yang sejenis; . ,
e. berjualan /menyediakan barang dan segala sesuatu yang
- bersifat pornogratfi; . _
f. melakukan usaha  pengumpulan, . ‘penampungan,
" penyaluran tenaga kerja, atau pengasuh tanpa.izin dari
~ Bupati atau Pejabat yang berwenang; B . :
g. melakukan kegiatan dan/atau usaha
pengumpulan/penampungan barang  bekas yang
menimbulkan gangguan dan ketldaknyamanan bagi warga
masyarakat sekitarnya.

Bagian Kettiji.lh'
Tertib Bangunan Gedung

Pasal 19

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang : :

a. mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah
Daerah, Fasilitas Sosial, atau Fasilitas Umum mlhk
Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati;



b. mendlrlkan reklame tan'pa izin '- darl Pe_]abat yang.

B berwenang
¢. mendirikan bangunan meleblhl dari batas. yang dlmlllkl

od. membuat atap bangunan yang menyebabkan air hu_]an_ e
. jatuh sampa1 batas tanah tctangga dan/atau sampal ke' el e
o jalamy o S : 3
e mencmpatkan matcnal bahan bangunan- dan/ atau
.. bongkaran bangunan yang dapat mengganggu kepentingan

_ Pasal 20

Setlap Orang dan/ atau Badan pemlhk bangunan gedung
wajib:

‘-"'__"a memehhara pagar pekarangan dan memotong pagar h‘dup» 2

yang berbatasan dengan jalan;

E .b membuang bagian dari pohon, semak—semak dan tumbuh— _
. tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, ketcrtlban S
S dan/ atau mcnlmbulkan bahaya

Baglan chelapan R |
Tertlb Pcnyelenggaraan Alat Pcraga

Pasal 2 1

: _i"(l) Setlap Orang dan/ atau Badan yang menyelenggarakanf o

-alat pcraga ~wajib memperoleh izin dari Bupati  atau
: Pejabat yang berwenang sesuai dcngan_ ketcntuan
pcraturan pcrundang~undangan :

(2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mchputl :

. a. papan/billboard/ videotron/ megatron dan sejcmsnya o

b, kaln/bcndera/umbul~umbu1/spanduk

- ¢. selebaran/brosur/ leaﬂct
d. ., stlker dan

o el benda atau bentuk 1a1nnya ' o S PR
R (3) Alat peraga scbagalmana dimaksud pada ayat (1) chlarang o

a, mengandung unsur pornograﬂ
' '; " b. mempertentangkan unsur suku agama, ras, dan antar
golongan : : o . S
_c. bermuatan polltlk yang dlpasang pada
- 1. tempat ibadah; ' _
- 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
.~ 3. gedung milik pemcnntah dan e '
4. lembaga pendidikan.
d dlpasang tidak sesuai dcngan izin dan loka51 yang
“telah ditetapkan. . :
(4) Larangan pcmasangan_ - alat peraga ~ pada gcdung ‘
. pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufc -



angka 3 dikecualikan dalam hal telah mendapatkan lzm
- dari’ Bupatl - :

_.(5) Ketentuan leblh lanjut tentang tata cara. dan perlzman

pemasangan alat peraga diatur dengan Peraturan Bupat1

Pasal 22

s Pemasangan alat peraga dltempatkan pada loka31 y ang |
e dltetapkan oleh Bupat1

Pasal 23

:(1) Setlap Orang dan/ atau Badan yang memasang alat per aga' :
A wa_|1b mencabut dan member31hkan alat peraga setelah

‘masa berlaku izin habis.

___(2) Pemerintah - Daerah berwenang mem'eri'ntahkan kepada

Orang ~dan /atau Badan' untuk  mencabut | atau -
memlndahkan alat peraga _ yang tldak memenuhi
“ketentuan, - : SRt '

' (3) Dalam hal Orang dan/ atau Badan tldak melaksanakan

‘ketentuan sebagaumana dlmaksud pada ayat (2), SKPD
berwenang mencabut atau memmdahkan alat peraga T o
Baglan Kesembﬂan o

| 'I‘ertlb Sosial o

Pa83124

':Setlap Orang dan/ atau Badan dﬂarang R
"a. mengkoordinir dan/atau beraktlfltas sebaga1 pengemls,
pengamen, pengelap mobil dan/ atau sejenisnya di Jalan, o
persimpangan traffic light, dalam angkutan umum, rumah = -
- tinggal, lingkungan perkantoran hngkungan sekolah dan AR

" 'Tempat Umum lainnya; - :

b. mengekspohtas1 anak dan/ atau bayl untuk mengemls atau

. menjadi pengemls,

_c. memberi . dalam bentuk apapun kepada pengemls, o
ifpengamen, Pengelap mobll dan/atau sejemsnya di _]alan LT e
SR dan/atau di Tempat Umum lamnya —en _

Pasal 25

T Setlap Orang dan/ atau Badan dllarang memmta sumbangan'- Lo
’di_dalam  angkutan umum,‘ rumah ‘tinggal, lingkungan
: perkantoran lingkungan sekolah, dan Tempat Umum lainnya

B Vbalk yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama
R untuk kepentmgan sosml tanpa izin dan Bupat1 atau Pe_]abat
S yang berwenang ' : |



_(_2)

) Setlap Orang dilarang:

AR - &
b
K __C;

Tl

@

'.Pasa126 E

melanggar norma dan/atau berbuat asusila; .
melakukan kegiatan perbuatan prost1tu81, '

‘mcnyuruh memfasilitasi, membujuk, atau memaksa Orang- .

lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
memak_al yasa prostitusi.

Pasal 27

- _;'(1) Setlap Orang dan/atau Badan dﬂarang _ o
- a. mengedarkan, menyunpan . mcmbuat/ mcracxk L

dan/atau menjual minuman beralkohol; -
b. 'mabuk dan/atau mengganggu Kctertlban Umum;

c.-mengkoordmlr memaksa, dan/atau memfasxll.tasri‘"f—'
~orang lain untuk -mengedarkan, menylmpan dan S

menjual minuman beralkohol." :
Dikecualikan untuk penjualan mmuman beralkohol dapat

dilakukan setelah mcndapat izin dari Bupat1 scsual'_ L

' dengan ketentuan pcraturan perundangundangan

o

- dan/atau memiliki - izin sesuai dengan ketentuan'-

Baglan Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 28 |
Setlap tenaga kesehatan yang rnen_]alankan praktlk di

bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan
kesehatan wajib memiliki izin sesua1 dengan ketentuan

' _peraturan perundang—undangan - : _ :
Pengobat tradisional yang - melakukan peker_;aan atau

praktik sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar j-

peraturan pcrundang-undangan ,
Produksi pangan industri rumah tangga wa_11b mem1hk1 '

sertxllkat produk31 pangan industri- rumah tangga (SPP- E

IRT) *sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang- -

. undangan

_‘_.”
@

Bagian Kesébelas L _
Tertib Kawasan Merokok

Pasal 29 '

Setlap Orang dllarang merokok d1 tempat yang dmyatakan ST

sebagai kawasan tanpa rokok. .
Kawasan tanpa rokok sebagaunana dlmaksud pada ayat

© (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



~ Tertib Keglatan Keramalan N

Pasal 30

_.Setlap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan-,:..’"
kegiatan = keramaian wa_ub mendapat izin dan : Bupatl S

dan /atau choh51an Repubhk Indone51a

_ : Pasa131 EA L o
' (1) Setlap keglatan keramalan yang dlpungut bayaran Wajlb

‘menggunakan karc13/tanda masuk atau dokumen yang .

_dipersamakan.

e 7(2) Karcis/tanda masuk atau dokumcn yang dlpersamakan,

| scbagaunana dimaksud ‘pada ayat’ (1) wajib dllakukan:"""
| perforasi di satuan . kerja perangkat daerah yang
~membidangi pendapatan Daerah.

B Dalam hal karcis/tanda  masuk atau dokumen yang - -
. dipersamakan sebagaimana dimaksud pada’ ayat (1) t1dak Lol

dlperfora31 maka izin tidak akan dlbcnkan

BAB \' o
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32 : .
Sctlap Orang dan/atau Badan pemlhk rumah . dan/atau:

bangunan gedung wajib memasang bendera Merah Putih -
pada peringatan hari besar Nasional dan. Daerah pada waktu
tertentu sesuai - dcngan kctentuan peraturan Pel'undang-

' undangan

Pasal 33

o (1) Masyarakat dapat berperan - serta dalam mendukung"

Ketertiban Umum di Daerah. .
‘ (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang mehhat mcngctahul L
~ dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban -

~Umum dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang, - - |
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat -

dlatur dengan Peraturan Bupat1 :

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- . i Pasal 34 _ e |
(1) Bupati berwenang “untuk melakukan pembmaan
pengawasan, dan pengcndahan terhadap penyelenggaraan
Ketertlban Umum : : _



(2) Kewenangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
- dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama Penyldlk
R _Pegawa1 Negen Sipil. ‘

BNE)

Dalam melaksanaan kewenangan sebagalmana dlmaksud'

- pada ayat (2), dapat melibatkan satuan ker_;a perangkat
. _daerah yang terkait.

(1) B
'Pasal _:7,' sampai dengan Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal - SR
18 sampai dengan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24

BAB VII 5
SANKSI ADMINISTRATIF
'Paéa_l 35

'Se_tiap Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan

__'_sampal dengan Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat

" ), dan/atau Pasal 29 sampa1 dengan Pasal 32 dlkenaJ-.";”'“
- sanksi adrmmstratlf ' S

@

Sanksi administratif sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

o '_:dapat berupa :

(3)

'P‘fqﬁ - '.rDJO-.b.‘.c'J"P

teguran lisan;

teguran tertulis;

penghentian sementara keglatan
. penghentian tetap keglatan :
pencabutan sementara izin;
pencabutan tetap izin

denda administratif; dan/ atau

. peraturan perundang—undangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sank31 o

L admmlstratlf diatur dengan Peraturan Bupat1 S

’_(‘1_) |

. Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk

' BAB vm |
PENYID_IKAN‘: Ety

Pasal 36

Penyldlk Pegawa1 Negeri - Slpll tertentu d1 lmgkungan'“ ;

‘melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan' _
. Daerah ini sesual dengan peraturan perundang-undangan

(2

'yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagmmana dlmaksud pada

L : ayat (2),. Penyldlk Pegawa1 Negen Slpll mempunyal_
- wewenang : - o

'sank31 administratif lain sesuai dengan ketentuan S



: b melakukan tindakan pertama dan Pemenksaan d1 3

A menerlrna laporan atau pengaduan dar1 seseorangx-'

- Vtentang adanya tindak pidana; -

o 'tempat kejadian;

c :menyuruh berhenti seseorang dan memenksa tanda

(! pengenal diri tersangka;

i id;'\ melakukan penyitaan benda dan atau surat _‘
el mengambll sidik jari dan memotret seseorang, R

f. ‘memanggll orang untuk dldengar atau - dlpenksa'
‘sebagai tersangka atau saksi; - o

L {_'._ g : mendatangkan 'seorang " ahli dalam hubungannya

s dengan pemeriksaan perkara

‘h. ‘mengadakan penghentlan penyldlkan . setelah' | |
'-'_.-':.mendapat petunjuk dari Penyldlk Kepohslan Republlk

. Indonesia’ bahwa tidak - ‘terdapat cukup bukti atau -

::"'penstlwa tersebut bukan merupakan tindak pldana‘

: -Jdan selan_]utnya melalu:l penyidik memberltahukan hal

- tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau_:
keluarganya dan - : S T

i mengadakan tindakan Tain_ menurut hukum yang "

(3)

' .:_'dapat dlpertanggunglawabkan

Penyldlk sebagaimana dlmaksud pada ay'at (1)
" memberitahukan d1mula1nya penyldlkan . dan | - s
'menyampalkan hasil penyldlkannya kepada Penuntut o

" Umum melalm Pe_labat Penyldlk Polisi Negara Repubhk_-

Ty

__.J___-'::_-:Indonesm, ‘sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam' st
s Undang-Undang Hukum Acara Pldana yang berlaku

BAB IX
KETEN'I‘UAN PIDANA

Pasal 37

Setlap Orang dan/ atau Badan yang melanggar ketentuan:"":,-_':s;' c
Pasal 7, sampai dengan Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal

- 18 ‘sampai dengan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24'-_'

o Sampal dengan Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 8 ayat | o
(1), Pasal 29, Pasal 30, - 21 - dan/atau Pasal 31 diancam
' " .p idana kLIrungan palmg lama 3 (tiga) bulan - dan/ atau
" denda pallng banyak Rp 50. 000 000 - (hma puluh juta_ o
:'ruplah) - L

(2) Tindak pldana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)_ s

adalah pelanggaran



- KETENTUAN PENUTUP ol

Pasal 38

- _' 'dlundangkan

- pengundangan pengundangan Peraturan Daerah ini ‘dengan -
S penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu S

N Dltctapkan d1 Dompu : BRI
_.i-_pada tanggal 5o 1 2017 SR

BUPATI DOMPU

o Dlundangkan dJDompu o
5 -‘jpadatanggal /6 -t - 2017 "

SEKRET ARIS P ; ERAH

B _'-_"';*'.r._H._-AG{:Jé BU RI;_" :

Bae LEMBARAN DAEkAH_KABUPATEN DOMPU TAHUi\j_,zon'NQMQR' A

Péréiftiran Daerah ini mula1 B bcrlaku pada ' tanggal .

;-'Agar sctlap orang dapat mengctahumya memenntahkanr_' R

- H.BAMBANG M. YASIN

i "_NOREG 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI N_U_s'_)_x s

R '_-._TENGGARA BARAT NOMOR 03 ’I‘AHUN 2017




Y

s .

PENJELASAN |
ATAS = R
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
| 'NOMOR JI. TAHUN 2017 -
TENTANG - RN
KETERTIBAN UMUM

I UMUM

_Salah satu urusan Wa_]lb yang menjadl kewenangan Pcmcrmtah Daerah adalah o

_ .'penyelenggaraan ketenteraman ketertlban umum, - dan pehndungan o .
L masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang—Undang Nomor - :
23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagalmana telah diubah
_.,_':'bcberapa kali terakhlr dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang" =5

"\ ‘Perubahan’ Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

-‘Pemcrmtahan ‘Daerah Men_]adl Undang-Undang. * Untuk menyelenggarakan- L
: --'urusan ‘wajib’ tersebut Pemenntah Kabupaten Dompu. memandang - perlu- : _

S menyusun regu1a51 sebagal pedoman utnuk mengkondlslkan ketcrtlban umum. - o

" dan ketenteraman masyarakat Relevan dengan Visi Kabupatden Dompu yaltu S dn
.| TERWUJUDNYA DOMPU YANG MANDIRI DAN RELIGIUS”, dinamika =~
i 2 'masyarakat yang taat aturan dan suasana tertlb akan menjadi daya tarik bagi

) '-'masyarakat luar daerah untuk datang ‘dan berkunJung serta menanamkan'"

_ ._i-_mvestam yang pada akhlrnya memberikan kontnbus1 bagl kema_]uan__‘-:

' "‘_pembangunan Kabupaten Dompu Pengaturan mengenm ketcruban umum: T
“harus d1arahkan ‘guna pencapaian kondisi keteraturan dalam seluruh aspek-
:kehldupan masyarakat Kabupaten Dompu. Dmamlka pcrkembangan dan - :'_'-.4 o
+ - kebutuhan’ masyarakat Kabupaten Dompu - yang - dinamis dlrasakan”_ 5 s
V:memerlukan Peraturan Daerah yang men_]angkau secara selmbang antara'l . i
sub_]ek dan . ob_]ek hukum "yang diatur. Oleh karena itu, dalam. upaya'_‘___‘
| “menampung persoalan dan mengatasi kompleksnas permasalahan dinamika .

" V'perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah" '

: ')_dlmaksud Dengan Peraturan Daerah ini. diharapkan 1mplementa31 terhadap T
penyclenggaraan ketenteraman masyarakat | dan ketertiban umum dapat. - =
  ,; "therapkan secara optlrnal guna menmptakan ketenteraman ketertlban,

Tl -kenyamanan kebermhan dan kemdahan ' SR |

_;.:Peraturan Daerah 1n1 mempunyal posisi yang sangat strategls dan pentmg':' B
“untuk membenkan motlva51 dalam menumbuhkembangkan budaya dlSlplln |
- BE masyarakat guna mewu_]udkan tata kehldupan masyarakat Kabupaten Dompu ' -
. yang lebih tenteram, ' tertib, nyaman, ‘bersih dan indah, yang dibangun

L :berdasarkan part131pa51 aktlf seluruh komponen masyarakat Upaya untuk <
A 'mencapal kondisi tertib sebagalmana yang men_]adl jiwa dari Peraturan Daerah -

o " ! ini- tidak semata—mata menjadl tugas dan tanggung _]awab aparat, akan tetapl_
men_]adl tugas dan tanggung jawab ‘masyarakat, perorangan maupun badan' o

é.'.untuk secara sadar 1kut serta menumbuhkan dan memellhara ketertlban '



" _‘ Pasal 2
_ Pasal 3

i

B Pasal L

Pasal 6

' Pasal7

| Pasa18

T Pasal g

- Namun demikieiﬁ;' tindakan tegas terhadap 'pelanggar Peraturan- Daérail ini

- perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh SKPD yang mempunya1
s kewenangan dalarn penegakan peraturan daerah dan Pejabat’ Penyldlk Pegawai .
5 _' Negen S1p11 yang profes10na1 ' ' o

11. ‘PA_SAL DEMI PASAL

Pasal 1 S
Cukup Jelas. L
Cukupjelas.:'.:. |

Cukup Jelas. o

Cukup Jelas.-'.'
PasalS o
: Cukup Jelas.- B

Cukup _]elas.' -

Huruf a-
_ _ Cukup _]elas
| .‘-_'-Hurufb | - | .
Yang dlmaksud dengan “keadaan darurat adalah suatu keadaan' o
- yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan
tmdakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang
\ --untuk rnelakukan pencegahan, penanganan . dan- penyelamatan' i
o atas bahaya yang mengancarn keselamatan lea rnanu31a
o Cukup Jelas
B Huruf d - e
_ ' Cukup Jelas.' '
R Cukup _]elas; o
- Cukup]elas.* :
Huruf g -
e Cukup Jelas. :

. Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Pasal 10 . ,
Cukupjelas. S



e i e ot AR e, S G W

Hurufb

: , _Hurufg

e Huruf a

Pasal 1 1-

s Yang dlmaksud dengan “berbau menyengat adalah apa yang dapat

d1tangkap oleh 1ndra penc1um {seperti : anylr, busuk)
Pasal 12 R

R Cukup_lelas s

Pasal 13 N
__ Cukup Jelas
asal 14
Cukup Jelas
Pasal 15 oo
' Huruf a _
__-;Yang dimaksud dengan “hewan. pehharaannya adalah ‘hewan .
'[hewan pemamah biak) kecil, bab1 dan unggas serta hewan -
) kesayangan sepertl an_ung,_kucmg, burung berklcau, rept.ll dan____'_i :

sejeni snya

Huruf b

’ S Yang dlmaksud dengan : “niengotOri "lingkungan”.:"':ad.alah' ;

menyebabkan pencemaran hngkungan air, - darat, ‘dan/ atau L
udara : ' ' ST

Pasal 16 _

o - Cukup]elas

Pasal 17 Co

R Cukup ]elas R

Pasal 18
Hurufa

Cukup ]elas.

_ Cukup Jelas_.

N Yang dlmaksud dengan “calo” adalah orang yang 'menjadi

A perantara dan memberikan Jasanya untuk menguruskan sesuatu

_ berdasarkan upah ' ' :

: Huruf d-

e Cukup_lelas.'

" Hurufe e

Cukup ]elas.

Huruf f- Co
Cukup _]elas. a

: Cukup _]elas.'"_
Pasal 19 i

Cukup ]elas.'

'ternak sepern ‘ternak ruminansia besar,  ternak ruminansia -



. ‘ Pasal 20

S Hurufb ,
R CukuPJelas
o Huruf c

. Cukup Je]as
Yang dlmakSUd “dilarang membuat "ét'ap béngllﬁan yang
- menyebabkan air hujan jatuh sampai batas tanah tetangga

batas tanah harus membuat talang air, .-
Huruf e :

Cukup Jelas

- Cukup _]elas
o Pasal 21
o Ayat (1)

dan/atau sampai ke jalan” adalah _]lka atap berdempet dengan -

i ... Yang dlmaksud dengan alat peraga adalah benda, alat_

A e ___f'perbuatan atau media yang bentuk. corak dan ragamnya
o ’: dirancang untuk . tujuan komersial maupun non komersial,
_ L e memperkenalkan menganjurkan mempromosnkan atau untuk
~ % . - menarik perhatian umum terhadap barang, jasa Orang, atau
Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, ‘dirasakan, -
| dan/atau dinikmati oleh umum, o -

Ayat (2) -
N Cukup Jelas -
Ayat (3)
. Hurufa . - . ' e
Yang ~'dimaksud dengan pornogra.fi -~ adalah -
penggambaran tingkah laku secara - erotis dng lukisan
S atau tullsan untuk membangkltkan nafsu berahi. -
~ Hurufb -
el Cukupjelas. :
Yang dimaksud dengan “bermuatan politik” adalah.
 ‘semua bentuk aktifitas - untuk menghadirkan da_n'
mél.ﬁpro'mosi'kan individu . "maupun' pal”tai" "tertentu,' L
| ' berlslkan muatan-muatan pohtlk seperti proﬁl pribadi’ -
S tokoh elit partai tertentu '
' o Cukup Jelas
| Pasal 22
! Cukup Jelas.
Pasal 23 :
_ Cukup _]elas.
Pasal 24 :
(R Cukup Jelas, o



Pasal 25 - .

Cukupjelas

Pasa126 Cae
Huruf a

1 Hurufb

,ijunﬁb

i transak31 perdagangan
V;Hurufc ST T

o Cukup Jelas
:ffHunﬁd S
ST e Cukup_]elas
Pasal 27 L
. Ayat (1)
e Huruf a-

] rnengandung karbohidrat | dengan cara fermenta51 dan_
dest11a51 atau fermenta51 tanpa dest11a51 : '

R 'ﬁ - Cukup Jelas
EERSPAREE Hurufc PR

: T Cukup Jelas

Ayat (2)

I R Cukupjelas
=:Pasal 28

Ayat (1) S

Cukupjelas
- AmeQ) |

S | yang melakukan pengobatan tradlslonal (alternatlf)
Ayat (3) '
: Cukup _]elas i

Pasal 29 ,
R . Cukup Jelas
B Pasal 300

e P Cukup _]elas‘

i PasalSl
; Cukup _]elas
Pasal 327 B
‘ Cukup Jelas
Pasal 33 -
Ayat (1)

Yang dlmaksud dengan - prostltu31 adalah pertukaranj
hubungan seksual dengan uang atau hadlah sebaga1 suatu

Yang dlmaksud dengan mmuman beralkohol” adalah )
.~ minuman yang mengandung . etil . alkohol atau’ etanol - =
S (CQHSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang =

Yang dlmaksud dengan pengobat tradlslonal” ' adalah orang :



Peran serta masyarakat dapat berupa kader s1aga ketentraman MEr Ry

dan ketertlban (trantib), tim pernellharaan ketentraman dan o

' ketertlban bantuan SKPD, dan/ atau sebutan lalnnya L

' Ayat (2) . s
o Cukup ]elas
Ayat (3) R
Cukup jelas.
Pasal 34 L
P Cukup _]elas
Pasal 35 .
| L Cukup_]elas '
Pasal 36
' Ayat (1) _
Cukup _]elas :
Ayat 2 -
' Hliruf a
- Cukup jelas.
= Huruf b &
0 _ ' Cukup _]elas.- .
ﬁ | Hu:ruf c '
ik Cukup _]elas.'
b E ;Hurufd . o
. Yang dunaksud dengan penyltaan adalah serangkaian
1 tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau
v -:.',menylmpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau -
~ tidak bergerak berwujud atau tidak berwu_md untuk
-kepentmgan pembuktlan dalam peny1d1kan penuntutan
- dan peradllan - :
. Hurufe -
: Cukup jelas.
Hu_ruf f
- .. Cukup jelas.
: Hurtif g =
S Cukup_]elas.f
'_‘-'_'_'Hurufh e I
R Cukup]elas.'_'-__ .
"'-"Hurufl , C
R Cukup jelas.
Ayat (3)
ST Cukup _]elas
Pasal 37
R Cukup _]elas
i Pasal 38
| Cukup _]elas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR ﬂ




